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Dilatarbelakangi oleh sering munculnya masalah legalitas tanah di unit permukiman transmigrasi menjadi
dayatarik bagi penulis melakukan penelitian, dengan tujuan untuk mengetahui sampai sejauhmana
implementasi kebijakan penyediaan tanah yang dilakukan oleh aparat pel aksana Depnakertrans dan instansi
terkait, faktor yang menghambat dalam penerapan kebijakan, serta dampaknya.

<br><br>

Untuk memastikan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan penyediaan tanah transmigrasi
digunakan pendekatan sistem evaluasi dengan cara membandingkan antara kinerja hasil nyata dengan
kinerja yang direncanakan, membandingkan antara kinerja nyata dengan tahun-tahun sebelumnya. Indikator
kinerja outcomes, benefits, dan impacts, akan digunakan sebagai instrumen evaluas terhadap keberhasilan
atau kegagalan, kekuatan atau kelemahan, dampak positip atau dampak negatip serta signifikasi manfaat.
<br><br>

Untuk mendukung kegiatan evaluasi diperlukan data sekunder maupun data primer, yang diperoieh dari cara
melakukan Studi pustaka serta Studi lapangan dengan teknik komunikasi langsung atau wawancara, serta
metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

<br><br>

Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat adanya trend peningkatan kinerja pada saat kondisi sebelum
dan kondis setelah penerapan kebijakan, terlihat dari banyaknya lokasi transmigrasi yang didukung
legalitas tanah secara clear and clean, minimnyajumlah UPT yang mempunyai masalah legalitas tanah,
meningkatnya dukungan dana program kegiatan setiap tahun anggaran serta adanya kepastian hak atas tanah
paratransmigran. Ada fakta yang sejalan dengan hasil penelitian bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi
kurang tercapainya sasaran kebijakan yang diinginkan adalah fakor sumber daya baik sumber daya manusia
maupun sarana dan prasarana Serta hambatan-hambatan eksternal lainnya, Seperti kurang lancarnya
koordinasi dengan instansi terkait.

<br><br>

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyirnpulkan bahwa kinerja aparat pelaksana Depnakertrans dan
Instansi terkait dalam mengimplementasikan kebijakan penyediaan tanah transmigrasi masih dapat
ditingkatkan melalui usaha sosialisasi agar proses penyediaan tanah dapat dipahami aparat pelaksana dari
tingkat pusat sampai tingkat lapangan. Disamping usaha tersebut juga ditingkatkan jaringan komunikasi dan
koordinasi dengan instansi terkait.

<br><br>

Hasil evaluas menunjukkan dengan diterapkannya kebijakan penyediaan tanah mempunya manfaat dan
dampak sangat besar bagi keberhasilan penyelenggaraan transmigrasi. Atas dasar evaluasi tersebut, maka
implementasi kebijakan penyediaan tanah yang tertuang dalam SKB tetap dilanjutkan dengan menyesuaikan
kebijakan otonomi daerah.
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